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PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN DI DESA PETAPAHAN JAYA KECAMATAN TAPUNG
KABUPATEN KAMPAR

ABSTRAK

ARBAIYAH

Kata Kunci : Peran, Kepala Desa, Pembangunan.

Penelitian ini_bertujuan untuk melihat dan mengetahui sejauh mana Peran Kepaa
Desa dalam Pembangunan di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten
Kampar. Sesuai dengan permasalahan maka tipe penelitian adalah survey
Deskriptif dengan menggunakan Metode Kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di
Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Alasan penelitin
mengambil lokasi penelitian ini berdasarkan fenomena yang terjadi bahwasa nya
Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Petapahan
Jaya kurang berkoordinasi dengan perangkat desa lainnya sehingga banyak proses
pembangunan di Desa Petapahan Jaya kurang berjalan efektif dan efesien, seperti
yang tertera pada latar belakang masalah. Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan mengenai. Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa
Petapahan Jaya berkategori CukupBaik/ hal'ini“terlihat dari 35 orang atau sebesar
38,48% menyatakan bahwa secara keseluruhan indicator Peran Kepala Desa
Dalam Pembangunan Desa Petapahan Jaya sudah Cukup Baik, karena berada pada
presentase 34-66%. Ada pun hambatan-hambatan yang di temukan dalam Peran
Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Petapahan Jaya yakni: Rendahnya
kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Petapahan Jaya Kecamatan
Tapung Kabupaten Kampar, Kurangnya pengawasan dan pemantauan yang
dilakukan oleh Kepala Desa kepada masyarakat dalam melakukan pembangunan,
Kepala Desa dalam mengambil keputusan dan menindak lanjuti pembangunan di
Desa Petapahan Jaya kurang berkoordinas dengan perangkat desa lainnya
sehingga banyak proses pembangunan di Desa Petapahan Jaya kurang berjalan
efektif dan efesien.
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ROLE OF VILLAGE HEAD IN MANAGEMENT OF DEVELOPMENT IN
PETAPAHAN JAYA VILLAGE, KECAMATAN TAPUNG, KAMPAR
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagali Negara kesatuan dengan sistem pemerintah terbentuk
Republik, tentunya segala aspek dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan
ketentuan Peraturan dan.Perundang-undangan.’ Hal .ini sesuai” pada Undang-
Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (2) dan (5) menyebutkan Pemerintah Daerah
memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah sendiri
berdasarkan asas desentaralisasi, dekosentras atau sebagal tugas pembantuan.

Makna desentralisasi yaitu urusan pemerintah pusat menyerahkan segalan
urusan pemerintahan daerah.melalui otonomi..daerah, sedangkan dekosentrasi
adalah Pemerintah pusat menyerahkan sebagiian urusan pemerintahan melalui
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; dan-Bupati atau Walikota bertanggung
jawab kepada Gubenur dalam menjalan pemerintahan daerah tingkat dua.
Sedangkan tugas pembantuan adalah pemerintah pusat. memberi tugas kepada
daerah otonom namun masih dalam kewenangan pemerintahan pusat.

Desa merupakan bagian wilayah pemerintahan Bupati atau Walikota yang
lebih rendah dari pemerintahan Kelurahan. Hal ini dikarenakan kemauan Desa
masih rendah di bawah Kelurahan, sehingga pembangunan Desa menjadi subjek
yang utama saat ini. Jika pembangunan Desa menjadi prioritas tentunya dapat
mengurangi atau bahkan menghapus kemiskinan. Sesuai dengan penjelasan

Undang-Undang Desa bahwa Kepaa Desa memiliki wewenang dalam



Membangunan Desa, dimana perencanaan pembangunan tersebut disesuaikan
dengan perencanaan pembangunan K abupaten/K ota.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
menjelaskan Kepala Desa 'mendapat mandat dari Bupati atau Walikota
bertanggung jawab dalam pembangunan daerahnya masing-masing dengan
memperhatikan prinsif demokrasi; pemerataan; keadilan. Atau dengan kata lain
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa, Kepala Desa memiliki hak,
wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus ursan rumah tangganya
sendiri.

Tidak semua urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dapat
dilakukan semuanya, namun untuk memandang kesejahteraan rakyat disemua
daerah, perlu adanya otonomi daerah. Oleh sebab itu, Kepala Desa mendapat hak
dan wewenang untuk mengurus daerahnya namun dalam pengawasa pemerintah
daerah yaitu Bupati atau Walikota.

Negara indonesia terdiri dari wilayah yang meliputi Provinsi, Kabupaten,
Kecamatan dan Desa yang mana seluruh bentuk dari wilayah ini merupakan sub
bagian dari Negara Indonesia yang saling.terintregasi dan berkerjasama untuk
mencapal tujuan Neagara Indonesia. Daerah terkecil yang memiliki bentuk
pemerintahan sendiri yaitu Desa.

Kondisi ini menunjukkan bahwa desa harus senantiasa mendapatkan
perhatian yang cukup serius dan khusus dari berbagai komponen masyarakat,
sehingga merasa perlu dan senantiasa melakukan pembangunan secara merata,

karena sedlama ini pembangunan desa menurut Undang-Undang tentang



pemerintahan daerah terdapat berbagal bentuk kelemahan dan kekurangan dalam
mengatur, dan menyelenggarakan atau menyikapi pembangunan desa.

Menurut penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa, bahwa desa memiliki-kewenanganuntuk mengatur dan
mengurus pemerintahan sendiri, serta kepentingan masyarakal setempat
berdasarkan usul masyarakat setempat.

Selain itu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 juga mengakui adanya
keberadaan adat, sehingga hukum adat yang selama ini ada dalam pemerintahan
desa diakui sebagai bentuk hukum yang tidak tertulis namun hukum tersebut
ditata dan diatur sedemikian rupa sehingga menjadi  kerjasama antara
pemerintahan desa dengan tokoh adat, karena pada dasarnya melakukan tugas
yang hampir sama. Hal tersebut diatur dalam pasal 24 salah saiunya menyebutkan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas kepastian hukum.

Adanya kepastian hukum bagi pemerintahan desa yang bersamaan dengan
kegiatan adat desa, mesti ada kejelasan. Agar kedepannya tidak terjadi benturan
kepentingan yang merasakan dampaknya tentunya masyarakat desa. Sehingga
peraturan dan perundang-undangan telah mengatur bagaimana hukum adat itu
disesuaikan dengan pemerintahan desa.

Salah satunya dalam pelaksanaan pembangunan di desa, yang pada
dasarnya akan melibatkan tokoh adat. Hal ini disebabkan dalam perencanaan
pembangunan desa tentunya akan terbentur dengan peraturan adat desa setempat.
Walaupun sebenarnya kekuasan pemerintahan desa yaitu Kepala Desa

berdasarkan peraturan dan perundang-undangan lebih tinggi dari hokum adat.



Hanya sgja jangan sampai terjadi benturan, maka diperlukan langkah yang terbaik
diambil Kepala Desa untuk menyel enggarakan pembangunan di desa.

Kepala Desa sebagai pemerintahan tertinggi di Desa, tentunya tidak
sendiri untuk memutuskan hal-hal yang akan-dibangun di. desa tersebut. Akan
tetapi harus melakukan kerjasama yang baik dengan organisasi masyarakat baik
yang di telah dikukuhkan oleh: pemerintah smaupun tokoh-tokoh dan pemuka
masyarakat balk dari kKalangan orang tua yaitu alim ulama atau cerdik pandai,
maupun tokoh adat yaitu ninik mamak serta dari kalangan pemuda seperti karang
taruna maupun organisasi kepemudaan lainnya. Hal ini diperlukan untuk
perencanaan yang baik untk pembangunan kawasan perdesaan agar lebih efesien
dan efektif.

Pembangunan yang efesien maksudnya pembangunan dilaksanakan dapat
bermanfaat dan berguna bagi_khalayak ramai tanpa memandang ras, suku dan
kasta. Sehingga semuanya dapat menikmati bersama-sama. Sedangkan efektif,
pembangunan yang dilaksanakan apa memang betul dibutuhkan dan penting bagi
masyarakat dan itu memang harus ada

Kemudian menurut Undang-undang Nemor 6 Tahun 2014 pada pasal 123,
menyatakan pembangunan kawasan pedesaan harus sesuai mekanisme yang telah
ditetapkan oleh Bupati/Walikota, yaitu:

1) Adanya inventarisasi dan indentifikasi mengenai wilayah, potensi
ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana desa
sebagai usul penetapan desa sebagai lokasi pembangunan kawasan

perdesaan;



2) Adanya usul penetapan desa sebagai lokasi pembangunan kawasan
perdesaan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota;
3) Bupati/Walikota telah melakukan kajian atas usulan yang
disamparkan oleh. K epala Desa,
4) Setelah mengkaji maka Bupati/Walikota baru menetapkan |okas
pembangunan desa tersebut.
Setelah Bupati/Walikota dapat mengusulkan program pembangunan kawasan
perdesaan kemudian menyampaikan kepada gubernur untuk ditetapkan sebagai
program pembangunan kawasan perdesaan. Dimana progam pembangunan
kawasan perdesaan tersebut dicantumkan dalam RPIJMN dan RKP, dan dibahas
kembali melauimusrenbang (musyawarah pembangunan) tingkat desa.
Kemudian tugas kepala desa mensosialisasikan program pembangunan kawasan
perdesaan bersama pemerintahan Kabupaten/K ota; Badan Permusyawaratan Desa,
kepada masyarakat desa. Namun pelaksanaan sosialisas program pembangunan
tersebut tentunya perangkat desa harus terlibat untuk. membantu Kepala Desa
menjalankan program tersebut.
Kepaa Desa sdain scbaga. pemimpine juga dapat mengangkat atau
memberhentikan perangkat desa yang tidak menjalan tugasnya sebaiknya dalam
menjalan tugas pemerintahan desa. Selain itu tugas kepaa desa ikut mengelola
keuangan dan aset desa, untuk mengatur dan menggunakan anggaran
pemerintahan desa sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.
Daam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, berbagai program pemerintah
pun bermunculan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang
bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat
terutama masyarakat pedesaan: Arah pemeberdayaan masyarakat desa yang paling
efektif adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang
memang mempunya kebijakan:pembangunan, yang lebih reaktif memberikan
prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokas anggaran sehingga mereka
mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Satu dari rentetan program pemberdayaan itu adalah Pemberian Alokasi
Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk
menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuiti
pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partsipatif, otonomi
asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam operasionalisasi Desa
untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada Desa terdapat pembiayaan-
pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan Alokasi
Dana Desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten . memberikan Alokasi Dana
Desa kepada setiap Desa yang berada di wilayahnya.

Ha ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa yang menyebutkan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban
Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewagiban Desa yang
menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan Desa.

Alokasi Dana Desa diberikan oleh pemerintah pusat yang di peroleh dari dana



perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima
oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%.

Dana tersebut  kemudian dapat..digunakan . untuk membiayai
penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,  pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan: masSyarekat. Jumlah nomina yang akan
diberikan kepada masing-masing Desa akan berbeda tergantung dari geografis
Desa, jJumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10%
yang diterima oleh Desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan
Desa.

Berhasil atau gagalnya pembangunan di desa sangat ditentukan oleh kinerja
Kepala Desa. Hal ini dilihat bagaimana kemampuan Kepala Desa memanajemen
pembangunan di pedesaan -seperti merencanakan, menggerakkan, memotivasi,
mengarahkan, komunikasi, serta pengorganisasian.

Guna menjaankan roda pemerintahan desa, tentunya dibutuhkan anggaran agar
pemerintahan dan pembangunan dapat tercapai. Hal telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan desa memiliki sumber
pendapatan berupa yaitu pendapatan asli desa, mendapatkan bagian dari anggaran
pendapatan dan belanja Negara (APBN), hasil pgak dan retribusi, serta hibah
maupun sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga seperti perusahaan
swasta maupun pelaku usaha, sertalain-lain pendapatan desa yang sah.

Bentuk anggaran yang di dapat pemerintahan desa secara resmi dan lega telah

diatur sedemikian rupa oleh undang-undang dan peraturan. Pada pendapatan adli



desa, desa berhak memiliki anggaran yang diperoleh dari sumber daya desa
dengan jalan sewa atau kerjasama penggunaan lahan, atau bagi hasil dari sumber
daya yang dikelola. Sedangkan anggaran desa yang diperoleh dari APBN,
merupakan anggaran tetap namun tidak mencukupi kebutuhan desa dalam
menjalankan roda pemerintahan, terbatas pada pemberian gaji dan kebutuhan
perlengkapan administrasi pemerintahan desa.

Sehingga dibutuhkan bantuan dari pihak ketiga, scbut sga dari perusahaan-
perusahaan milik pemerintah atau swasta. Namun para pelaku usaha yang
menjalan usaha secara mandiri juga memiliki-andil dalamn membantu
pembangunan desa salah satunya dalam bentuk pemberian pajak. Sehingga
pembayaran pajak oleh wajib pgak secara tidak langsung ikut serta dalam
pembangunan secara umum maupun khusus.

Adapun bantuan yang diterima pemerintah desa;,dalam bentuk hibah, biasanya
datang dari program pemerintah Kabupaten. Namun bentuk bantuan tersebut
datangnya secara berkala atau membutuhkan waktu yang cukup panjang. Berbeda
dengan hibah yang diterima pemerintah desa dari pihak swasta, biasanya langsung
dialokasikan secara langsung, namun pemerintah tidak ikut terlibat kecuali
sebagal saksi dalam bantuan tersebut.

Kemudian pada pasa 78 dijelaskan pembangunan desa ditujukan untuk
meningkatkan kesgahteraan mayarakat desa dan kualitas hidup manusia serta
penanggulangan kemiskinan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Pembangunan
yang dilaksnakan oleh Kepala Desa seharusnya terencana dan memiliki perangkat

desa yang selalu mengawasi jalannya pembangunan.



Adapun proses pembangunan desa adanya swadaya masyarakat yaitu masyarakat
ikut serta dan andil dalam pembangunan dengan kata lain ikut berpartisipas
dalam proses pembangunan serta adanya kerjasama yang baik antara masyarakat
dengan pemerintah. Tentunya-Kepala Desa.memiliki peran yang besar sebagai
pemimpin desa dalam pembangunan yang dilaksanakan.

Adapun yang harus diikuti’ Kepala Desa dalam kegiatan pembangunan
desa telah diatur dalam Permendagri Nomor 114 tahun 2014, yaitu:

1) KepalaDesasebagai penetapan pel aksana kegiatan.

2) KepaaDesasebagal penyusunan rencana kerja.

3) Kepala Desa melakukan sosialisasi kegiatan.

4) Kepala Desa ikut memberikan pembekalan pelaksana kegiatan kepada
masyarakat;

5 Kepada Desa mennyigpkan dokumen administrass yang akan
di pertanggungjawabkannya.

6) KepalaDesadapat melakukan pengadaan.tenaga kerja tentunya disarankan
tenaga lokal.

7) KepaaDesaikut mengawasi pengadaan bahan/material.

Agar pembangunan di- Desa khususnya di Desa Petapahan Jaya dapat berjalan

dengan lancar, Kepala Desa haruslah melakukan kerjasama yang baik dengan
pemuka-pemuka masyarakat desa, lembaga-lembaga kemasyarakatan desa atau
Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Karena sesual konsekuensi bersama untuk
membawa masyarakat desa kepada keadaan yang lebih baik tidaklah terlepas dari
kepemimpinan Kepala Desa.

Keadaan yang terjadi di Desa Petapahan Jaya pada saat ini dimana Peran
Kepala Desa dalam Penyelenggaraan pembangunan di desa kurang terwujud

secara baik.Kurangnya pengkoordinasian Kepala Desa terhadap pelaksanaan
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pembangunan di Desa secara keseluruhan tidak berjalan dengan semestinya.

Adapun realisasi pembangunan Desa Petapahan Jaya dapat dilihat dari tabel 1.1,

yaitu:
Tabe 1.1 Pem i P matan Tapung
u
un an| isasi Dana
\) \2) m erealisas
15 .000.000
15 0.000.000
15 7.000.000
16 3.000.000
16 ' = = % 15.000.000
16 ’ = r{o%:_. ) 750.000.000
17 an MDA % . 5.000.000
17 M 2 ) 2.000.000
17 0 [3 ) 2500.000
Sumber : Wawan 2018
o L]
Dilihat dari tab nan di desa Petapahan Jaya

yang terlaksana, hampir semu ang berjalan dan ada juga yang
masih terbengkalai.

Hal ini dapat kitalihat dari pembangunan balai desa yang yang seharusnya
sudah selesa pada tahun 2016 tapi sampa sekarang hanya 30% yang baru
teredlisasi, dalam pembangunan jembatan sudah hampir selesai, renovasi masjid

yang hanya baru berjalan 40%, penyediaan peralatan kantor kepala desa masih

50% yang terealisasi, semenisasi sudah terlaksana dengan baik, pembangunan pos
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ronda yang sudah hampir selesai, pembangunan MCK yang hanya pondasinya
sgja baru dibangun sekitar 20%.

Berdasarkan hasil survey penulis serta wawancara dengan kepala desa

penulis me i as bahw: » - il keputusan
kurang ber . j ] -H :.' ‘ banyak proses
pembangunan..¢ ctapa T ‘ g | Jan efesien, ini
bertolak bel Jeng pala diamanatkan dalam

peraturan da

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar masih terlihat belum maksimal
dalam pembangunan di Desa Petapahan Jaya, karna masih banyaknya
pembangunan yang belum terealisasikan seperti pembangunan Balai Desa,

jembatan, renovasi magjid dan lain-lain.
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2. Peran dari Kepala Desa belum cukup optimal dalam Melaksanakan

Pembangunan. Karna kepaa desa kurang berperan aktif dalam

pembangunan desa di petapahan jaya

1. ' . : - Pembangunan di

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Pen€litian
Sesual dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai

berikut:
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a) Untuk mengetahui Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan

pembangunan diDesa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten

Kampar.

selanjutnya.
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Menurut Herman Finne Jalah organisasi kewilayahan yang
bergerak di bidang kemasyarakatan dan kepentingan perseorangan dari segenap
kehidupan yang multidimensional untuk pengawasan pemerintahan dengan
legalitas kekuasaan tertinggi. Menurut Max Weber negara adalah suatu
masyarakat yang mempunya monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara

sah dalam suatu wilayah.



Sedangkan Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa negara adalah suatu
daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sgumlah pgabat yang berhasil
menuntut warganya untuk taat pada peraturan perundang-undangan melalui
penguasaan monoepolistis dari-kekuasaan_yang sah. Dari..beberapa pengertian
negara di atas, dapat dismpulkan bahwa negara adalah suatu kelompok
persekutuan dan aat organisasicyang:-memiliki .sistem politik yang melembaga
dari rakyat, terdiri dari orang-orang yang kuat serta memiliki monopoli, wibawa,
daulat, hukum, dan kepemimpinan yang bersifat memaksa sehingga mendapatkan
legitimasi dari dalam maupun luar negeri.

Jika tidak dibentuk pemerintahan dalam suatu negara, maka masyarakat
dapat bertindak seenaknya tanpa hukum ( anarkis) dan dapat terjadi kekacauan (
chaos) dalam suatu wilayah. Pemerintah dalam arti luas adalah eksekutif,
legidlatif, yudikatif, dan lembaga tinggi lainnya; sedangkan dalam arti sempit
hanyalah |lembaga eksekutif saja. Pemerintah terdiri dari sekelompok orang yang
menjalankan aturan dengan maksud menjaga ketertiban dan keamanan di satu
pihak, dan di pihak lain dituntut pelayanannya terhadap berbagai persoalan
masyarakat. Biaya penyelenggaraan pemerintah suatu negara didapatkan dari
pajak dan retribusi yang dipungut dari semua rakyat.

Menurut Robert Mac Iver (1960:5 dalam Syafiie, 2010:20) maksudnya :
Government is the organization of men under authority ... how man can be
govern (maksudnya Pemerintah adh Sebagal suatu organisasi dari org-s yg

mempunyai kekuasaan .... Bagaimana manusia itu bisa diperintah).



Menurut Prof Dr.Taliziduhu Ndraha (2002 : 10) IImu Pemerintahan adalah
[Imu yang mempelgari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan
tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil dalam hubungan pelayanan

pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Prof Dr.Taliziduhu ‘Ndraha ,(2011: 6) pemerintahan adalah
organisas’ yang berwenang memproses pelayanan publikdan kewajiban
memproses pelayanan civil, bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan,
sehingga setigp anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat
diperlukan. Sesual dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan
itu bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara
sah (legal) diwilayah Indonesia, berhak menerima layanan sivil tertentu, dan
pemerintah wajib melayaninnya

Menurut Prof Dr.Taliziduhu Ndraha (2011: 7) ilmu pemerintahan yang
merupakan ilmu yang mempelgari bagamana memenuhi dan melindungi
kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam
hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh
yang bersangkutan.

Menurut Awang (2011:7) pemerintahan adalah segenap aat perlengkapan
Negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungs sebagai alat untuk
mencapal tujuan Negara.Apapun yang dilakukan pemerintah dalam rangka
melaksanakan tugas Negara sehingga pemerintah seringkali disebut sebagai

representasi Negara.Pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang pada



tingkat tertentu mampu menjaga dan menjamin sistem ketertiban dan penyediaan
sarana dan prasarana sosiad yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi kepentingan

aktifitas sosianya.

2. Konsep Fungs Pemerintahan

Menurut Prof Dr.Taliziduhu Ndraha (2003;75) fungs pemerintahan adalah jenis
tindakan atau aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapal tujuan,
yaitu:

a. Fungs pengaturan, fungsi pengaturan ini dilakukan pemerintahan dengan
membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan
dalam masyarakat. Karena masyarakat menghendaki adanya aturan dan
tatanan yang disepakati oleh semua pihak. Daam hal ini pemerinatah
adalah hak yang dapat melakukan, merupakan peraturan dan memberikan
sanksl bagi yang melanggarnya.

b. Fungs pemberdayaan; dalam fungsi. ini pemerintah dibebani kewajiban
untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan
pemerintahan. Kecuali pemberdayaan itu juga dilakukan para kalangan
aparat itu sendiri, agar mereka lebih berkualitas dalam melaksanakan
secara optimal jika pelaksanaanya cukup tangguh dan berbobot

c. Fungs pelayanan, merupakan fungsi utama pemerintahan dan cukup
beragam, dengan adanya fungs ‘ini_diharapkan pemerintah akan dapat
mewejudkan kehidupan yang lebih bark bagi rakyatnya.

Selain itu menurut Prof Dr.Taliziduhu Ndraha (dalam labolo, 2006;25)

pemerintahan memiliki duafungs dasar yaitu:

1. Fungs primer (pelayanan)

Fungsi primer adalah fungs pemerintah sebagai provider jasa-jasa publik
yaitu tidak dapat di privatisasikan termasuk juga hukum, layanan civil dan
layanan birokrasi.



2. Fungs skunder (pemberdayaan)

Fungs skunder adalah fungs pemerintahan sebagai provider kebutuhan dan
tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu
penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya (powerless)
termaksud penyediaan dan pembangunan secara prasarana.

Selanjutnya menutut Rasyid (dalam. Labolo,2006;26) berpendapat bahwa
fungsi-fungsi pemerintahan adalah:

1. Fungs pengaturan

Fungs = pengaturan.yang lazim dikend’ ‘sebgal fungsi regulasi dengan
segaa bentuknya dimaksudkan sebagai Usaha untuk menciptakan
kondisi yang tepat sehingga yang menjadi kondusif bagi berlangsunya
berbagai aktifitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik
diberbagai kehidupan masyarakat.

2. Fungs pelayanan

Fungs pelayanan memberikan pelayanan kepada seluruh warga negara
dan selanjutnya akan membutuhkan keadilan dalam masyarakat.

3. Fungsi pemberdayaan

Fungsi - pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat
sehingga menci ptakan kemakmuran dalam masyarakat.

4. Fungs pembangunan

Adanya pemberdayaan, maka secara tidak |angsung pembangunan akan
tercipta, oleh karena itu seiring dengan hasil~pembangunan dan
pemberdayaan yang dilaksanakan “pemerintahan, serta keterbatasan
yang dimiliki oleh pemerintahan maka secara perlahan masyarakat
dituntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan fungs. pemerintahan adalah peran
pemerintah dalam menjalankan pemerintahan seperti pengaturan, pemberdayaan
dan pelayanan namun didalam mengaankan tiga fungs tersebut pemerintahan
mengel uarkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan pemerintahan.

3. Konsep Pemerintahan Desa
Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti

tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau

village yang diartikan sebagai “ a groups of houses or shops in a country area,



smaller than and town “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan
adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasiona dan berada di Daerah
Kabupaten.

Desa menurut Widjgja (2003:3) adalah sebagal kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyal susunan asli berdasarkasan hak asal-usul yang bersifat istimewa.
L andasan pemikiran dalam mengena Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman,
partisipasi, otonomi adli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal
1,7 Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
K esatuan Republik Indonesia.

Peraturan. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa
dan Desa adat atau yang disebut dengan.nama lain, selanjutnya disebut Desa,
adal ah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal
1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuksmengatur dan._mengurus.urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui_dan: dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
K esatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah
Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,
adal ah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara K esatuan
Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat
diberikan penugasan pendelegasian dari pemrintahan ataupun dari pemerintahan
daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam hal
ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi adli, demokratisas dan
pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang



diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah, lebih jelasnya pemikiran ini
didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola (disingkat penyelenggara ), atau
yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan . Kepala adalah pelaksana
kebijakan sedangkan Badan Pemusyawaraian dan lembaga pembuatan dan
pengawasan kebijakan (Paraturan).

Dalam pengertian menurut Widjga dan Undang-Undang di atas sangat jel as sekali
bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya
sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus
dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesual dengan kondisi dan sosia
budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis
sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan
Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desayang kuat -akan mempengaruhi
secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Selanjutnya, keberadaan tentang desa secara kelembagaan dalam suatu
pemerintahan daerah juga telah dinyatakatan oleh \Wasistiono dan Tahir (2006:
43), menyatakan bahwa pemerintahan “desa yang diberi kepercayaan oleh
masyarakat tidak hanya cukup mempunyai kewenangan untuk berbuat |ebih
banyak. Kedudukan dan bentuk organisasinya yang bersiafat mendua (ambivalen)
yaitu antara bentuk organisasi pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan, tidak
adanya sumber pendapatan yang memadai keterbatasan kewenagan dalam

pengambilan keputusan yang menyangkut isi rumah tangganya, keterbatasan



kualitas dan kuantitas personilnya,merupakan bagian kendala yang menghambat
kinerja Pemerintahan Desa.

Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa, pengertian dari Badan
Permusyawaratan«Desa (BPD)..berdasarkan.pasal 1 ayat. (4) Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tantang Desa, yakni: Badan Permusyawaratan Desa adal ah
suatu lembaga masyarakat . yang 'melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan” wakil dari penduduk desa berdasarakan keterwakilan
wilayah yang ditetapkan secara demokratis”.

Berdasakan pengertian diatas maka terkait dengan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dalam gistem pemerintahan desa perlu dipahami beberapa hal dari
pengertian tersebut, yakni :

1. Badan Permusyawaratan Desa dapat disebut dengan namalain

2. Badan Permusyawaran Desa merupakan lembaga yang melaksanakan

fungsi pemerintaha desa

3. Badan Permusyawaratan Desa beranggotakan wakil dari penduduk desa

berdasarakan keterwakilan wilayah.

4. Anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan secara demokratis.
Suatu perbandingan tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada masa
berlakunya Undang-undang yang mengatur tentang desa sebelumnya,dalam hal ini
adalah pengertian tentang Badan Permusyawaratan Desa pada Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak ada menjelaskan
tentang pengertian dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), oleh karena itu
dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini juga
diharapakan dapat untuk lebih memperjelas pengertian dari Badan

Permusyawaratan Desa sebagal salah satu dasar hukum untuk mempermudah



daam menyelenggarakan fungsi-fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa
sebagai bagian dari pemerintahan desa.
4. Otonomi Desa
Clive Day (1904:67) menjelaskan bahwa. desa mempunya otonomi dibidang
bisnis, peradilan penduduk, kepolisian, dan tawar menawar masalh pajak dan
penguasa diatasnya, petinggl .atau’ kepala /desa. dipilih oleh waraganya sendiri
tanpa ada campur tangan dari sigpapun.Jabatan ini bisa dipangku sebagai dua atau
tiga tahun. Dalam pemeilihan berikutnya kepala desa yang tidak terpilih akan
menjadi anggota masyarakat biasa. Kepala desa mewakili desa dalam hal tawar
menawar dengan pemerintahan yang lebih diatas, terutama dalam masalah
perpajakan. la harus memperjuangkan agar pajak yang ditairik tidak keterlaluan,
menerima sgjumlah privilesa personil, dan menikmati tanah yang bersarakan dan
tenaga kerja yang dipersamakan dengan imbalan atau gginya Sepanjang desa
maupun membayar pajak mereka bebas bertindak sesuai dengan pilihan
mereka.Kepala Desa dan pamongnya yang dipilih bebas melakukan semua
kegiatan bisnis termaksud perpajakan, menyelidiki perselisihan,dan pemeliharaan
kepolisian lokal.
Soetardjo (1984: 182-251) mengatakan bahwa desa adalah lembaga adli pribumi
yang mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat
dalam bentuk aslinya,otonomi desa (hak mengatur rumah tangga sendiri
berdasarkan hukum adat) ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut:

a) Pemerintah desaterdiri atas kepala desa dibantu oleh pamong desa dipilih

oleh dewan marokaki, semacam tim formatur yang terdiri atas sesepuh,

ahli agama, dan ahli adat yang dinila mempunya kerifan. Dewan
marokaki ini memilih kepala desa untuk masa seumur hidup. Pamong desa



f)

adalah para pembantu kepala desa yang mempunyai tugas sesual
fungsinya. Pamong desa dipilih oleh kepala desa atas persetujuan dewan
morokaki
Y ang memegang kekuasaan teringgi didesa adalah rapat desa / kumpulan
desa:
Pranata dan |lembaga dikembangkan menurut.kebutuhan riil yang dihadapi
masyarakat desa yang bersangkutan. dengan berpijak. pada konsep-konsep
kebatinan yang melingkupinya yang praktik riil beserta problematikanya;
Tanah komunal menjadi pranata sosial yang sangat penting yang berfungsi
mengatur, mengendalikan, dan mengawasi prilaku anggota masyarakat
hukum dalam suatu wilayah'desa yang bersangkutan;
Gugur gunung, \wgib” kerja, dan gotong’ royong menajdi. pranata yang
berfungsl sebagal aat justifikasi dan sekaligus sebagal pelestarian sistem
otonomi desa
Isi otonomi desa mencakup:

1) Pertahanan dari ancaman binatang buas/atau gangguan dari daerah

luar;

2) Keamanan dan ketertiban/polisional;

3) Perdilan;

4) Pekerjaan umum;

5) Upacara keagamaan;

6) Pertanian/ perikanan/ peternakan atau perhutanan.

Sebagal masyarakat hukum adat yang memiliki otonomi maka desa merupakan

subyek hukum. .Menurut Prof- Br.faliziduhu<Ndraha (1991: 7-8) menjelaskan

bahwa desa yang otonom adalah desa yang merupakan subyek hukum, artinya

dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan-tindakan hukum yang dapat

dilakukan antaran lain;

a)

b)
C)
d)
€)
f)
¢))

h)
i)
)

Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat
segenap warga desa atau pihak tertentu sepanjang menyangkut rumah
tangganya;

Menjalankan pemerintahan desa;

Memilih kepaladesa;;

memiliki harta benda dari kekayaan sendiri;

memiliki tanah sendiri;

menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri;

menyusun APPKD (Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan
desa);

menyel enggarakan gotong royong

menyel enggarakan peradilan desa

menyel enggarakan usaha lain demi kesgjahteraan masyarakat desa.



Menurut Widjgja (2003:166) otonomi desa merupakan hak, wewenang dan
kewgjiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat:berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosia budaya
yang ada pada masyarekat untuk tumbuh. dan. berkembang mengikuti
perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa,
urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan
pengaturannya kepada desa

Namun-harus selalu diingat bahwa tidak ada hak tanpa kewajiban, tidak
ada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tidek ada kebebasan tanpa batas. Oleh
karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan Kkebebasan dalam
penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab
terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa
adalah bagian yang tidak fterpisahkan: dari™ bangsa dan negara Indonesia.
Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut
tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam
ikatan Negara Kesatuan. Republik Indonesia® dan tanggungjawab untuk
mewujudkan kesegahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

5. Konsgp Peranan

Peran diartikan sebagal perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang
yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai
posisi tertentu dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang sgja atau

rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban



tertentu, sedangkan hak dan kewagjiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran.
Oleh karena itu maka seseorang yang mempunya kedudukan tertentu dapat
dikatakan sebagal pemegang-pemegang peran (role accupant). Suatu hak
sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan
kewajiban adalah beban atau tugas.

Secara sosiol ogis peranan adal ah-aspek-dinamis.yang berupa tindakan atau prilaku
yang dilaksanakan oleh” seseorang yang menempaii atau memangku suatu posisi
dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, jika
seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan
berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya.

Peran secaran umum adalah kehadiran didalam menentukan suatu proses
keberlangsungan, peranan merupakan dinamisasl dari statis ataupun penggunaan
dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif: Peran dimaknai sebagal tugas
atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang, peranan memiliki
aspek-aspek sebagal berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau
tempat seseorang dalam masyarakat.. Peranan dalam arti ini merupakan
rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan
masyarakat.

2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh
individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat diartikan sebagai prilaku individu yang penting bagi

struktur sosial masyarakat.



Jenis-jenis peran adalah sebagal berikut:

1. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga
yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan
masyarakat:

2. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga
didasarkan pada nilai-nilai ideal atau: yang seharusnya dilakukan sesual
dengan kedudukannya didalam suatu sistem.

3. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau |lemabaga
yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau
kehidupan sosialnya yang terjadi secara nyata.

Peranan adalah penyelenggaraan pemerintahan adalah melaksanakan tugas dan
fungs yang sudah disusun secara teges akan memudahkan birokrasi pemerintahan
dalam mencapal tujuan dan-sasaran yang hendak: dicapai, oleh karena itu untuk
menghindari terjadinya fungsi birokras sebagal akibat struktur yang tidak
rasioanl, tidak diperlengkapi oleh pegawa yang betul-betul profesioan.
Hubungan koordinasi diperlukan agar dalam organisasi terdapat kesatuan
tindakan, kesatuan arahan, penyesuaian dan.kesenambungan antara bagian agar
tujuan organisasi dapat dicapai. (Kaho;2002;220).

Menurut Ndraha (2003;53) peranan diartikan sebagai prilaku yang diharapkan
daru atau lebih ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang
pemerintahan.

Sedangkan menurut Soekanto (2017);211) Kata peranan mencakup sedikitnya

tiga pengertian:



1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posis atau
tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh
individu-individu dalam masyarakat sebagal organisasi .
3. Peranan dapat juga dikatakan sebagal prilaku individu yang penting bagi
struktur sosial masyarakat.
Menurut Seekanto (2017;215) pengertian peranan adalah peranan merupakan
aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan
kewajibannya maka ia mmenjalankan suatu peranan juga bertujuan untuk
mempermudah upaya pencapaian tujuan masyarakat dengan cara memberikan
fasilitas yang dipergunakan masyarakat untuk mengatasi masal ah.
Menurut pengertian Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status).
Apabila sesearang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan
tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya dan
sebaliknya.
6. Konsep Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan
a. Perencanaan
Defenisi perencanaan menurut Sirojuzilam dan Mahali (2010) adalah intervensi
pada rangkaian kejadian-kejadian sosial kemasyarakatan dengan maksud untuk
memperbaiki rangkaian kejadian dan aktivitas yang ada dengan maksud: (a)
meningkatkan efisiensi dan rasionalitas, (b) meningkatkan peran kelembagaan dan
profesionalitas dan, (c) mengubah atau memperluas pilihan-pilihan untuk menuju

tingkat kesgahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh warga masyarakat.



Selain itu Riant dan Randy (2011) mengemukakan bahwa perencanaan merupakan
upaya manusia meminimakan ketidakpastian.Perencanaan yang ideal adalah
langkah-langkah yang dilakukan manusia agar kepastian semakin dekat dengan
kehidupan manusia. Aspek subtansi perencanaan adalah penetapan tujuan dan
penetapan aternatif tindakan, seperti pernyataan Tjokroamidojo (2003), yang
selengkapnya sebagal berikut perencanaan: iniipada dasarnya berkisar kepada dua
hal, yaitu pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenal tujuan konkret
yang hendak dicapal dalam jangka wakiu tertentu atas dasar nilai-nilai yang
dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ial ah pilihan diantara
cara-cara alternatif secara rasional guna mencapal tujuan-tujuan tersebut.
Perencanaan .merupakan sebuah proses kegiatan  pemikiran yang dapat
menentukan prioritas-prioritas yang harus dilakukan dengan akal sehat sebelum
proses implementasl.

Menurut N. Dunn (2000:169) perencanaan diartikan sebagal perhitungan dan
penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan
tertentu,dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksanaan atau
bagai mana tata cara mencapal itu.

Dengan demikian perencanaan adalah dasar yang dikembangkan menjadi seluruh
fungs berikutnyatanpa rencana yang tepat dan padu sebuah organisasi akan
kehilangan fokus sentral berpijak bukan sekedar daftar kegiatan yang harus
dilakukan.

b. Pelaksanaan



Menurut N. Dunn (2000:169) pelaksanaan adalah kegiatan menjalankan
suatu kebijakan/program.Uuntuk mencapai tujuan maka perlu dipilih orang yang
memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksankan tugas. Oleh karena itu,
perlu memilih dan‘menentukan.orang yangakan dipercaya dan bertanggungjawab
menj al ankan suatu kebijakkan/program.

Pelaksana berasal dari katalaksanayang berarti bautan, sifat, dan tanda.
Ditambahawalan pe-dan akhiran—an yang berfungs’ membentuk kata benda
menjadipelaksana. Sedangkan, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang
disusun oleh Poerwadarmita, smengemukakan batasan mengenai pelaksanaan
tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksanaan.Pel aksana
adalah orang yang mengerjekan atau melakukan rencana yang telah disusun.
Sedangkan pelaksanaan adalah perihal  (perbuatan, usaha) melaksanakan
rancangan.Berdasarkan batesan  dikemukakan | oleh Purwadarmita diatas,
makajelas dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang
dilakukan oleh pelaksana. Jadi, dengan demikian pengertian tersebut diatas
mempunyai arti yang berbeda namun keduanya berasal dari kata laksana
Sedangkan pengertian pelaksanaan. menurut The Liang Gie sebagai
berikut:Usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana
dankebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi
segada kebutuhan aat-alat yang diperlukan, dimanapelaksanaannya, kapan
waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan.

Kemudian SP. Siagian,menyatakan bahwa jika suatu rencana terealisasi

telahtersusun dan jika program Kkerja yang “achievement oriented”telah



dirumuskan maka kini tinggal pelaksanaannya. Lebih lanjut, Siagian mengatakan
bahwa dalam pel aksanaan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka
panjang) .menjadi- rencana teknis_(jangka pendek). dan mengorganisir
sumber-sumber dan stai dans elanjutnya menyusun peraturan-peraturan
dan prosedur-prosedur tertentu.

2. Pemberian tugas artinya merubah rencana teknis menjadi rencana prakiis,
dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-tugas dan sumber-
sumber.

3. Monitor artinya pelaksanaan dan kemguan pelaksanaan tugas jangan
sampai terjadi hal-ha yang berhubungan dengan rencana praktis. Dalam
hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasilyang dicapai.

4. Revieaw artinya ~pelaporan hasil-hasil  pelaksanaan  kegiatan,
analisispelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan
dan jadwal wakiu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan diharapkan
adanya sarandan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan penyimpangan.
Dari rumusan diatas, dapat dirangkumbahwa pelaksanaan itu adalah

suatukegiatan dalam proses mereadlisaskan rencana yang telah ditetapkan
sebelumnya, sehingga tujuan dapat tercapai dengan memperhatikan kesesuaian,
kepentingan dan kemampuan implemantor dan suatu kelompok sasaran. Dengan
demikian,pelaksanaan sebagai suatu kegiatan untuk merealisasikan tujuan
terhadap sebuahsasaran sehingga suatu pelaksanaan akan mengarah kepada usaha

yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.



c. Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk mengindari
adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan
dicapai. Melaui« pengawasan.. diharapkan..dapat membantu melaksanakan
kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan
secara efektif dan efesien.Bahkan' méaui’ pengawasan tercipta suatu aktivitas
yang berkaitan erai dengan penentuan atau evaluasi. mengena sejauhmana
pel aksanaan kerja sudah dilaksanakan pelaksanaan juga dapat mendeteksi sejauh
mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampal sglauh mana penyimpangan yang
tejadi dalam pelaksanaan kerjatersebut.

Selain itu pengawasan dapat dirumuskan sebagal proses penentuan apa
yang harus dicapal yaitu standar, apa yang sedang dilakukan vyaitu
pel aksanaan,menilai pelaksanaan dan bila perlu, melakukan perbai kan-perbaikan,
sehingga pelaksanaan sesaui dengan rencana atau planning, yaitu selaras dan
seimbang dengan standar.

Menurut N. . Dunn (2000:169) pengawasan adalah kegiatan
membandingkan atau mengukur. yang sedang atau sudah dilaksankan dengan
kriterian norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetatapkan
sebelumya.

Dari defenis diatas maka pengawasan dapat juga diartikan sebagai satu
proses untuk menetapkan, pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan
bila perlu mengoreksinya, dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan yang

telah ada dalam target sesaui dengan rencana semula yang telah ditetapkan.



Sasaran pengawasan temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan

atas rencana atau target. Sementaraitu, tindakan yang dapat dilakukan adal ah:
1) Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
2) Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
3) Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

7. Konsep Pembangunan

Pembangunan mempunyal pengertian yang sangat luas, secara sederhana
pembangunan itu adalah perubahan kearah yang lebih baik dan lebih maju dari
sebelumnya, pembangunan dapat diartikan juga sebaga gagasan untuk
mewujudkan segala yang dicita-citakan.Gagasan tersebut lahir dalam bentuk
usaha untuk mengarahkan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan, serta
pembangunan bangsa. Seperti yang telah diurakan diatas, pembangunan
merupakan perubahan menuju kearah perbaikan, perubahan kearah perbaikan itu
sendiri memerlukan pengarahan segala budi daya manusia untuk mewujudkan apa
yang di cita-citakan. Dengan sendirinya pembangunan merupakan proses
penalaran dalam rangka menciptakan kebudayaan dan peradaban manusia.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa pada dasaranya pembanguanan
tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan sebagai akibat adanya pembangunan,
dan dalam ha ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan
(expansion) atau peningkatan (improvement) dari aktivitas yang dilakukan oleh
suatu komunitas masyarakat.

Adapun pemikiran tentang pembangunan pada awalnya diartikan sama

dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan



westernisasi. Pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, perkembangan
dan modernisas serta industrialisas secara keseluruhan mengandung unsur
perubahan.Namun keempat hal tersebut mempunya perbedaan yang cukup
prinsip, karena masing-masing-mempunyail_latar belakang asas dan hakikat yang
berbeda  meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan
perubahan.(Riyadi dan Deddy. Supriyadi Bratakusumah,2005).

Pembangunan (development)adalah proses perubahan yang mencakup
seluruh  gistem sosial, politik, ekonomo, kelembagaan dan budaya
(Alexander,1994), Portes (1976) mendefenisikan pembangunan sebagai
transformasi eékonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan
yang direncanakan untuk memperbaiki beberapa aspek kehidupan masyarakat.

Dengan demikian proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan
masyarakat, ekonomi, sosial, budaya dan politik yang berlangsung pada level
makro (Nasiocanl) dan mikro (Community/Group).Makna penting dari
pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (Progress), pertumbuhan dan
diversifikasi.

Pembangunan adalah semua proses.yang dilakukan melalui upaya-upaya
secara sadar dan terencana. sedangkan perkembangan adalah proses perubahan
yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan.(Riyadi dan
Deddy Supriyadi Bratakusumah,2005).

Kartasamita (1996) mengatakan pembangunan adalah usaha meningkatkan
harta dan martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu mel epaskan

diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Membangun masyarakat



berarti memampukan atau mendirikan mereka, dimulai proses pembangunan
dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, diharapkan dapat memacu
partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri.

Menurut_Tjokrowinoto(1997), batasan pembangunan yang nampaknya
bebas dari kaitan tata nilai tersebut dalam realitasnya menimbulkan interprestasi-
interprestasi yang seringkali ~secara -diametrik. bertentangan salu sama lain
sehingga ‘mudah menimbulkan kesan bahwa redlitas pada pembangunan
hakikatnya merupakan self project reality sumber perbedaan pendapat ini pun
bermacam-macam, mulai dari perbedaan dalam prespektif epistemologik-
ontologik pada tingkat filsafet,sampai pada perbedaan penilaian atas defenis
pembangunan atau sebagal mana diwujudkan pembangunan.itu sendiri dalam
konteks empirik.

Menurut® = Siagian /~ (2005:117) memberikan  pengertian  tentang
pembangunan Sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan atau
perubahan yang herencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara
dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation
building)”.

Sedangkan menurut (Sukirno,1995:13) dalam pengertian ekonomi murni,
pembangunan adalah suatu usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita
masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

Menurut Siagian (2012;4) pembanguanan merupakan rangkaian usaha
mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang

ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju kemajuan dalam rangka pembinaan



bangsa, selanjunya Siagian (2012;142) menyebutkan bahwa peranan
pemerintahan dalam pembangunan adal ah:

a. Sebagai stabilitator.

b. Sebagai-inovator.

c. Sebaga pelapor.
Adapun menurut Supriadi (1994;32) ‘pembangunan adalah suatu proses sosial
yang bersifat integral “dan menyeluruh, baik berupa. pertumbuhan ekonomi
maupun perubahan sosial demi terwujudnya masyarakat yang lebih makmur.
Dalam pel aksanaanya, proses pembangunan itu beralangsung melaui suatu siklus
produksi untuk mencapal suatu konsumsi dan pemanfaatan segala macam sumber
daya dan modal, seperti sumber daya aam, sumber daya manusi, sumber
keuangan. Permodalan dan peralatan yang terus menerus diperlukan dan perlu
ditingkatkan. Dalam mencapal tujuan dan sasaran pembangunan, dapat timbul
efek samping berupa produk-produk bekas dan lainnya yang bersifat merusak atau
mencemarkan lingkungan sehingga secara langsung atau tidak langsung
membahayakan tercapainya tujuan pokok pembangunan untuk menigkatkan taraf
hidup masyarakat.
B. Kerangka Pemikiran

Pasa 26 mengatakan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan
pemerintahan  Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.Berdasarkan pasal
tersebut, jelas bahwa keberhasilan atau kegagalan peningkatan pembangunan di

Desa sangat ditentukan oleh kinerja Kepala Desa. Pasal 78 ayat (2) Undang-
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undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa pembangunan desa
meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.Berdasarkan teori yang

telah diuraikan dalam studi kepustakaan, maka penulis membuat suatu kerangka

Cukup Berperan
Kurang Berperan

Sumber: Modifikasi penelitian, 2018
C. Konsep Operasional
Konsep merupakan desfiniss yang digunakan untuk menggambarkan

secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami.Konsep mempunyai tingkah
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generasi yang berbeda-beda.Semakin dekat suatu konsep kepada realita, maka
semakin dekat konsep itu diukur. Untuk memudahkan penganalisaan dan tidak

mengaburkan konsep agar tujuan penelitian dapat tercapai maka penulis merasa

dan mengurus

berdasarkan
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4. Perencanaan pembangunan desa adalah kegiatan awa dalam
pembangunan desa di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten
Kampar.

5. Pelaksanaan pembangunan desa adalah kegiatan menjalankan kegiatan
pembangunan yang ada di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung

Kabupaten Kampar.



6. Pengawasan pembangunan desa adalah kegiatan mengidentifikasi

mengenai apa yang sebenarnya yang terjadi pada pembangunan desa

diDesa Petapahan Jaya K ecamatan Tapung K abupaten Kampar.

D. Operasional Variabel

Opersiona variable penelitian ini yaitu tentang Peran Kepala Desa dalam

Penyelenggaraan Pembangunan-di ‘Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung

Kabupaten Kampar. Adapun penjabaran variabel-variabel tersebut adal ah:

Tabel I1.1 Operasional Variabel Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan

Pembangunan di

Kabupaten Kampar

Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung

Konsep Variabel Indikator Item Penelitian Kategori
1 2 3 4 5
ran adalah ran Kepala Desa | a. Perencanaan | a. Rencana |Berperan
kehadiran Dalam pembangunan Cukup
didalam Penyelenggara Jangka Berperan
menentukan an menengah Kurang
suatu  proses | Pembangunan b. rencana| Berperan
keberlangsung |.di Desa pembangunan
an, peran | Petapahan Jaya tahunan.
merupakan Kecamatan
dinamisasi Tapung b. Pelaksanaan | a  sesua dengan =rperan
dari statis atau | Kabupaten rencanakerja Cukup
pun pengguna | Kampar b. pembangunan | Berperan
dari pihak dan lokal  berskala | Kurang
kewagjiban desa. Berperan
atau  disebut
subyektif. Pemantauan a. Pemantauan Berperan
pekanto,2003:2 dan terhadap Cukup
43) Pengawasan pel aksanaan Berperan
Pembanguna pembangunan Kurang
n desa b. Melaporkanhasil | Berperan
Pembangunan
desa

Sumber : Modifikasi Pendlitian 2018
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E. Teknik Pengukuran
Pengukuran terhadap variabel dan indikator dalam penelitian ini

diklasifikasikan dalam tiga katagori yaitu baik, cukup baik, kurang baik. Untuk

mengarahkan a de 8l a ‘ pengukuran variabel

“Peran _k a Des H‘\ .*‘ . a Petapahan
Jaya Kec f ‘
"

1. Petapahan Jaya

SR
o B

e}
5
o
2
3

“
»
v

e

%

atau jawaban responden padatabel > 67%.
Cukup Berperan : Apabila?2 dari 3 item dapat dilaksanakan atau
jawaban responden pada tabel 34%-66%.

Kurang Berperan : Apabilahanya satu atau tidak ada satupun dari item
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dapatdilaksanakan, atau jawaban responden pada
tabel< 33%.
3. Dilihat dari pengawasan pembangunan desa diDesa Petapahan Jaya

ST

dDdl
%

£

el

g\‘]\\\\?‘

o B

F. Pendlitia
Pendlitian te
ini dapat dilihat

Tabel 11.2: Penelitiar

) Lma Lriabel
rda Afni 1. Pembangunan
(2013) di Bidang
k'Lec Nandraha) Pendidikan
Kecamatan  Rupat 2. Pembangunan
Kabupaten di Bidang
Bengkalis Kesehatan
3. Pembangunan
di Bidang
Pertanian
piko (2015) ranan Kepala Desa ranan Pemerintah | 1. Perencanaan
dalam dalam 2. Pelaksanaan
Mel aksanakan Pembangunan 3. Pengaturan
Urusan (Siagian, 2001) | 4. Pengawasan
Pembangunan di
Desa Merbau
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Kecamatan  Bunut
Kabupaten
Pelalawan
ramitha rusadi ngs Kepala Desatuk mengetahui | 1. Perencanaan
(2010) Dalan Pelaksanaan | fungs  Kepaa pembangunan
Pen di 2. Pengarahan
c kepada

0’%

WYy
b s I
X
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‘\\\\\\\

bawahan atau

Mengkoordinir

' penyelenggara

an
pembangunan
desa

. Mengawasi

proses
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BAB 111

deskriptif yaitu litian hermal : 2 ukuran secara
cermat da : erhadap sual : nomena sosia
tertentu. K 3 °Ng Jan menghimpun

fakta

pengamatan langsung terhadap suatu gejala, ciri khas penelitian ini adalah data
penelitian dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner.

B. Lokas Pendlitian

Daam penelitian ini penulis memilih objek penelitian diDesa Petapahan Jaya
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Adapun alasan penulis memilih lokasi

tersebut dikarenakan adanya indikasi bahwa pelaksanaan tugas Kepala Desa
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Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dalam menyelenggaraka
urusan pembangunan di Desa Petapahan belum efektif dan efesien.

C. Populasi dan Sampel

No

A WN P

D. Teknik Penarikan Sampel

Berdasarkan pengelompokan populasi, maka untuk menentukan sampel
dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik penarikan sampel.sampel total
atau teknik sensus yaitu penarikan seluruh populasi di jadikan sampel penelitian

karena mereka mudah di temui dan jumlahnya sedikit.
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Sedangkan menurut Sugyono (2010: 96) sampling jenuh adalah teknik
penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini

sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau

F. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah
sebagal berikut:
1. Kuisioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membuat daftar
pertanyaan bserta aternatif jawaban yang diberikan kepada responden.

Responden menjawab pertanyaan sesuai dengan keadaan indicator variabel
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penelitian, daftar pertanyaan secara tertulis di agikan kepada responden
untuk mendapatkan masalah yang telah di teliti.

2. Survey, yaitu mengumpulkan data factual terhadap masalah-masalah yang

4, objek dengan
dari sebuah

sudah diketahui

ang dibutuhkan

5 ta langsung dari

G. Teknik Analisis Data dan Uji Hipotes

Dalam menganalisis data di gunakan metode deskritif, di mana data yang telah di
kumpulkan selanjutnya dikelompokan menurut jenisnya dalam sebuah tabel,
kemudian data tersebut di analisis dan di hubungkan dengan teori-teori dalam

bentuk uraian sehingga kesimpulan dapat di ambil.
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Tabe 111.2 Jadwal Pendlitian tentang Peran Kepala Desa dalam

Penyelenggaraan Pembangunan diDesa Petapahan Jaya

K ecamatan Tapung K abupaten Kampar.

Yo
.

Mar et
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H. Rencana Sitematika L aporan Pendlitian

Adapun rencana sister an. peneliti i ada penelitian diatas

0

:
:« L\

Bab ini seb o bela g masaah,
7

BAB I ﬂ EMIKIRAN

Dalam bab ini &k or-teori dari berbagai i g yang berkaitan
dengan ju @ piker, rumusan
hipotesis, ko

BAB 111

Adalah bagian ya ulasi dan sampel, jenis
dan sumber data, ata dan uji hipotesis,

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan kondisi secara umum lokasi penelitian yang
meliputi: sgjarah singkat, jJumlah penduduk dan mata pencaharian masyarakat.

BABV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan identitas Responden, PeranKepala Desa

Daam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan
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Tapung Kabupaten Kampar. Hambatan-hambatan dalam pembangunan desa di
Desa Petapahan Jaya K ecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
BAB VI : PENUTUP, KESIMPULAN DAN SARAN
el
) )

<

S )

o
o
ry.
/
(
¢
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sekretaris desa Bejo Ryanto pada tahun yang sama sampai dengan dilaksanakan

pemilihan kepala desa.

Pada tahun 2008 kepala desa petahan jaya dijabat oleh kepala desa terpilih Danu
Endarmoko sampai tahun 2012, karena dalam menjalankan kurang stabil hingga
menimbulkan gejolak dimasyarakat dan berakhir dengan pemberhentian melalui

keputusan bupati kampar.
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Pada bulan februari s/d bulan Agustus tahun 2012 desa petapahan jaya di pimpin
oleh bapak Aris selaku Pelaksanaan Tugas Kepala Desa yang diangkat dari

pegawai sipil dari kecamatan. Pada bulan Agustus 2012 desa petapahan jaya

pada tahun 201 . $ S mzani sebagai
Sekretaris des yaha ada b )1¢ , desa di gantikan
dengan M.
B. Kondisi
Desa Petapahan Jaya adale [ | apung Kabupaten

Kampar, men

belas) RT. Orbitas dan waktu tempuh dari Ibu Kota Kabupaten 55 Km dengan
waktu tempuh 45 Menit.
Adapun batas-batas Administrasi wilayah Desa Petapahan Jaya Kecamatan
Tapung:

Sebelah Utara : Desa Petapahan

Sebelah Timur : Desa Petapahan
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Sebelah Selatan :Desa Petapahan

Sebelah Barat : Desa Rimba Beringin

C.Kondis Demografis

NO Jenis Kelamin 3
Ki-Laki )98 orang
rempuan )60 orang
tal )58 orang

Sumber: Kantor Desa Petapahan Jaya 2018
Berdasarkan data tabel diatas jumlah secara keseluruhan penduduk Desa

Petapahan Jaya berjumlah 4.058 jiwa yang terdiri dari 1.998 jiwa penduduk laki-
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laki, dan 2.060 jiwa penduduk perempuan. Lalu untuk jumlah Kepala Keluarga
Desa Petapahan Jaya berjumlah 998 KK.
Selanjutnya jumlah penduduk berdasarkan rentang usia dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabd 1V. rentang
Usia. N%?\STTAS ISLA M Y

) ntan
4T

-9 Th

~14

19T

WIULRTY

N[O

24T -

|
|

I
I
‘-r
|3

F ¥y
|

-29T

-34T Y0

-39T = N

—44Th sop-w

-49Th

Th Keatas -

mlah

Sumber: Kantor Kepala Desa a
Dari tabel diatas dapat dilihat penduduk yang usia 0-4 th sebanyak 380 orang
dengan presentase 9,36%, sedangkan pada penduduk yang usia 5-9 th sebanyak
457 orang dengan presentase 11,26%, selanjutnya pada usia 10-14 th sebanyak
443 orang dengan presentase 10,91%, pada usia 15-19 th sebanyak 479 orang
dengan presentase 11,80%, selanjutnya 20-24 th sebanyak 202 orang dengan

presentase 4,97%, pada rentang usia 26-29 th sebanyak 337 orang dengan
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presentase 8,30%, sedangkan pada usia 30-34 th sebanyak 304 orang dengan
presentase 7,49%, pada usia 35-39 th sebanyak 361 orang dengan presentase

8,89%, kemudian pada usia 40-44 th sebanyak 255 orang dengan presentase

6,28%, sedangk -49 th dengan presentase
6,99%, a usi 13,70%.
D. Sosi [TAS IS
NV
1. Pendi
Secara um I dapat dilihat
pada tabel .
Tabel  IV.3:Ti an Masyar akat aya
hdidik = 3 ||k= o tese
dak per olah/tidak tam %
( %
) ,58%
P ,80%
A ANB 79%
rjana 3 11%
mlah 0%
Sumber: Kantor Kep
Dari data diatas d [ dikan masyarakat Desa
Petapahan Jaya yang tid ak tamat sekolah Dasar (SD)

sebanyak 217 orang dengan presentase 5,34% dan masyarakat yang tamat TK
sebanyak 286 orang dengan presentase 7,04%, kemudian masyarakat yang tamat
Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1079 orang dengan presentase 26,58%, selanjutnya
masyarakat yang tamat SMP sebanyak 1047 orang dengan presentase 25,80%,
masyarakat yang tamatan SMA sebanyak 1128 orang dengan presentase 27,29%,

dan masyarakat yang tamatan Sarjana sebanyak 301 orang dengan presentase



Tabel 1V.4. Jenis pekerjaan M asyar akat Desa Petapahan Jaya

7,41%. Dengan demikian dapat disimpulkan tingkat pendidikan masyarakat di

Desa Petapahan Jaya banyak yang terdapat |ulusan SMP keatas.

2. Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan masyarakat Desa Petapahan Jaya dapat dilihat pada tabel berikut:

) ni's Pekerjaan mlah Bsentase
tani 3 ,66%0
ruh Tani (6%
ryawan(BUMN,swasta dan honor) 8 ,71%
iIru Honor »8%
gawai Negri Sipil 5%
ngrajin Industri Rumah Tangga 0%
dagang Keliling 9%
ternak 1 4%
raswasta 2 ,83%
dan Swasta 35%
nsiunan TNI/POLRI 17%
gawai Negri'Sipil (PNS) 5%
dagang Toko 32%0
mlah 99 0%

Sumber: Kantor Kepala Desa Petapahan Jaya2018.

Berdasarkan tabel diatas dilihat bahwa jenis pekerjaan masyarakat sebagal petani
sebanyak 623 orang dengan presentase 36,66%, selanjutnya buruh tani sebanyak
98 orang dengan presentase | 5,/6%;  kemudian jenis pekerjaan
karyawan(BUMN,swasta dan honor) sebanyak 318 orang dengan presentase
18,71%, jenis pekerjaan Guru Honor sebanyak 44 orang dengan presentase
2,58%, dan jenis pekerjaan sebagai Pegawa Negri Sipil sebanyak 18 orang
dengan jumlah presentase 1,05%, selanjutnya Pengrajin Industri Rumah Tangga
sebanyak 29 orang dengan presentase 1,70%, dan pekerjaan Pedagang Keliling
sebanyak 5 orang dengan presentase 0,29%, kemudian jenis pekerjaan peternak

sebanyak 101 orang dengan presentase 5,94%, selanjutnya jenis pekerjaan
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Tabel 1V.5: K aMasyarakat Desa P

Wiraswasta sebanyak 422 orang dengan presentase 24,83%, dan jenis pekerjaan
Bidan Swasta sebanyak 6 orang dengan presentase 0,35%, jenis pekerjaan
Pensiunan TNI/POLRI sebanyak 3 orang dengan presentase 0,17%, selanjutnya
jenis pekerjaan ibSipil (PNS dengan presentase
1,05%, ' g dengan

Present ﬁ@ﬁh@lﬂ%ﬁp masyarakat
N ’?@e{{ |

Desa Pet y ani.

3. Agama

Jenis agam at dilihat pada

Tabel berik

)]

jama

am )

isten

tolik

mlah

Sumber: Kantor K

Dari tabel diatas ut masyarakat Desa
Petapahan Jaya adalah orang dengan presentase
86,76%. Selanjutnya masyarak ganut agama Kristen sebanyak 413
orang dengan presentase 10,17%, kemudian masyarakat yang menganut agama
katolik sebanyak 43 orang dengan presentase 1,05%. Dari data diatas maka
masyarakat Desa Petapahan Jaya mayoritas menganut agama islam.

4. Suku

Suku masyarakat di Desa Petapahan Jaya dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabd 1V.6: Keadaan Jenis Suku Masyarakat Desa Petapahan Jaya

)]




nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

E. Struktur Organisasi Desa Petapahan Jaya

Gambar 1V.1: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Petapahan Jaya

< VMt

1"

™

-

Kaur pembangunan

Supriadi

Kadus |
Mufid Muwardi
Hasan Nurdin

Sumber: Kantor Desa Petapahan Jaya Tahun 2018.
1. Kepala Desa
Kepala desa merupakan orang yang berkedudukan sebagai kepala pemerintah di
desa, kedudukan kepala desa berada |angsung dibawah Bupati dan ia bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Camat.



Tugas dan fungsi kepala desa menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang desa adalah kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa,

mel akukan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakat desa, dan pemberdayaan

masyarakat desa.selanjutnya kepal a desa berwenang:

1q

A

10.

11.

12.

13.

14.

Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;

Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;

Memegang kekuasaan dan pengelolaan keuangan dan aset desa;

M enetapkan peraturan desa;

Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;

Membina kehidupan masyarakat desa;

Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;

Membina dan  meningkatkan  perekonomian  desa  serta
mengintegrasi kan-agar mencapal perekonomian skala produktif untuk
sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

M engembangkan sumber pendapatan desa;

Mengusulkan dan menerima pelimpahan. sebagian kekayaan negara
guna meningkatkan kesgjahteraan masyarakat desa;

M engembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
Memanfaatkan teknologi tepat guna

M engoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

Mewakili desa didalam dan diluar pengendalian atau menunjuk kuasa
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan
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15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2. SekretarisDesa

vertifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala

desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;

d. Meaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran
pendapatan dan belanja desa, menginventarisis data-data dalam rangka
pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta

penyusunan laporan.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

3. Kaur Pemerintahan

Tugas pokok ke epala Desa dalam

‘!‘Q\Q\\‘ .& @

masyarakat dan pertahanan sipil;
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa.
Administrasi pemerintahan Desaterdiri dari:
a. Pembuatan kartu tanda penduduk (KTP);
b. Pembuatan Kartu Keluarga (KK);

c. Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
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d. Surat Keterangan Lalu Lintas;

e. Surat Keterangan NTCR;

f. Surat Pengantar Pernikahan;

4. Kaur U
Fungs kepalau

2015 Tents

p
3
Q
N
_|
L
5

pasal 8 kep

E o

bertugas me

N
3
3
g
3.
g.
8.

urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat,
arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan
prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian
aset, inverentarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan

keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administarsi sumber-
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A

x
8
S
Q
S
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sumber pendapatan dan pengeluaran, vertifikasi administrasi keuangan,
dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan

lembaga pemerintahan desa lainnya.

411;.
g

No 84 Tahun
2018 Tente S S Da ';_ i s ki fungsi seperti
mel aksanak | uangan, | g rusa strasi  keuangan,

administras - : pengel L vertifikasi

2. Membantu membina perekonomian desa;

3. Menggjukan pertimbangan kepada kepala desa baik menyangkut
rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang bertalian dengan
pembangunan desa;

4. Penggalian dan pemanfaatn potensi desa;

b. Fungs Kaur Pemerintahan;



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

1. Penyigpan bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi

masyarakat;

2. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan;

. Méaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan
kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam  menjaga
lingkungannya;

4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam
menunjang kelancaran penyelenggaraan  pemerintahan  dan

pembangunan;
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BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Data penelitian ini dipereleh dari penyebaran kuesioner. kepada Kepala desa

Sekretaris desa, Kaur pembangunan masyarakat. Jumlah kuesioner yang disebarkan
adalah sebanyak 123 kuesioner dan jumlah kuesioner yang kembali adalah 102
kuesioner, dari kuesioner.yang kembali sebanyak’ 12, kuesioner tidak merespon
dan beberapa data tidak lengkap sebanyak 25 kuesioner. Kuesioner yang dapat
diolah berjumlah 65 kuesioner.

Dalam bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil
penelitian, kemudian di kemukakan analisis tentang pokok pembahasan mengenai
pel aksanaan dan hambatan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan di
Desa Petapahan Jaya K ecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Pokok pembahasan
berdasarkan hasil penelitian melalui penyebaran kuisioner dan wawancara, dari
penyebaran kuisioner dan wawancara diperoleh juga data tentang identitas
responden berdasarkan umur, pendidikan terakhir dan jenis kelamin. Untuk
memperoleh gamabaran yang lebih jelas dari data yang telah terkumpul, dapat
dilihat distribusi frekuensi dibawahini:

A. ldentitas Responden

Tahap awal dari uraian pembahasan Bab V ini, penulis atau peneliti merasa perlu
untuk menjelaskan identitas dari para responden. Oleh karena itu hal tersebut
dapat mempengaruhi objektivitas dan validitas berbaga informasi penelitian yang
diberikan oleh responden, adapun identitas responden yang akan dibahas dalam

penelitian ini adalah:
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1. JenisKelamin Responden
Jenis Kelamin responden dalam penelitian ini terdiri atas jenis kelamin laki-laki

dan jenis kelamin perempuan, untuk melihat lebih jelasnya mengena jenis

~»
ki

|

A
|
S
|

Sumber: Data
Dari tabel ¢ 41 orang atau

62,12%, da 7,88%. Dapat

lebih banyak

RNt

dibandingka ami : aki pada penelitian

No Tingkat Usia Jumlah Presentase
1 30 Tahun 10 15.38%
2  r40Tahun 9 13.85%
3 50 Tahun 15 23.08%
4 60 Tahun 16 24.62%
5 70Tahun 15 23.08%

Jumlah 65 100%

Sumber: Data Olahan 2018
Berdasarkan tabel diatas dari 65 responden yang diatas dapat diketahui bahwa

responden terbanyak adalah berumur 41-50 tahun yaitu 15 orang atau 23,08%,
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kemudian di ikuti responden yang berumur 31-40 tahun sebanyak 9 orang atau
13,85%, kemudian di ikuti responden yang berumur 51-60 tahun sebanyak 16

orang atau 24,62%, selanjutnya responden yang berumur 21-30 tahun sebanyak 10

produktif ¢ g ggap mampu
memberika _-;
3. Tingkat a‘p
Dari hasil k z kat pendidikan,
seperti pada tabel
Tabd V.3: Ting '-
/
No Tingkat | Presentase
1 ) Va 23.08%
2 |TP/SMP Sederajz 20.00%
3 TA/SMA 32.31%
4 1 24.62%
100%

Dari tabel diatas menunjukan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat
pendidikan SLTA yakni 21 orang atau 32,31%, kemudian diikuti SLTP sebanyak
13 orang atau 20,00%, kemudian diikuti Sarjana (S1) sebanyak 16 orang atau

24,62% dan SD sebanyak 15 orang atau 23,08%.



B. Hasil dan Pembahasan Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan
Pembangunan Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten
Kampar.

dalam peraturan.Undang-Undang Desa Tahun 2014 Tentang Desa menjadi

landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Undang-Undang

Desa Tahun 2014 Tentang Desa pasa (26 ayal 1 bertugas menyelenggarakan

pemerintahan  Desa, © melaksanakan pembangunan = Desa, Pembinaan

kemasyarakatan desa, dan Pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya dalam
pasal 26 ayat 4, Kepala Desa berkewajiban:

a. Memegang teguh dan mengamakan pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhineka Tunggal 1ka;

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;

d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

e. Meaksanakan kehidupan demokrasi.dan berkeadilan gender;

f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan,
profesiona, efektif dan efesien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan
nepotisme;

g. Menjdin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku
kepentingan di desa;

h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
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i. Menyelesaikan perselisihan masyarakat diDesa;

j.  Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

k. Membinadan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;

di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, penulis
menetapkan dua penilaian dari perencanaan pembangunan desa di Desa
Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yaitu:

1. Rencana pembangunan jangka menengah

2. Rencana pembangunan tahunan



Untuk mengetahui bagaimana perencanaan pembangunan desa Di Desa Petapahan

Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dapat dilihat padatabel berikut:

Tabel V.4 Frekuens Tanggapan Sampel Penelitian Tentang Perencanaan

Pembangunan Desa.

Kategori Pengukuran
NO Sub Indikator AT Cukup Lrang a A Jumlah
Berperan
1. ncana pembangunan’| 21 29 15 65
jangka menengah
2. ncana pembangunan | 16 27 22 65
tahunan
Jumlah 37 56 ¥/ 130
Rate- rata o) 28 19 65
Persentase 28.46% 43.08% 28.46% 100%
Kategoari pengukuran Cukup Berperan

Sumber: Data Olahan 2018

Dari tabel V.4 Tanggapan responden tentang perencanaan pembangunan desa
dapat dijelaskan bahwa sebanyak 28,46% jawaban responden mengatakan dalam
kategori berperan, selanjutnya 'sebanyak +43,08% dari jawaban responden
menyatakan cukup berperan, dan sebanyak 28,46% mengaiakan kurang berperan,
berdasarkan data frekuens tanggapan atas jawaban responden dapat disimpulkan
bahwa Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa
Petapahan Jaya K ecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk aspek perencanaan
yang sesuai rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan
tahunan pada presentase 43,08% yang dikategorikan cukup berperan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ulil Hadirun sebaga Kepala Desa
Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar mengena perencanaan

Pembangunan Desa Pada Tanggal 28 november 2018, beliau mengatakan:




“alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, pagi ini sudah mengadakan rapat
tentang RPIMDeS, Sudah berjalan yang ke enam, dan sudah mengadakan rapat
musrembangdes tahun 2019. Target 6 tahun penyusunan RPIMDeS sudah hampir
terlaksanakan.

Selanjutnya hasil.wawancara dengan Bapak. Uli Hadirun sebagai Kepala Desa
tentang rencana tahunan yang ada didesa, pada tanggal 28 november 2018, beliau
mengatakan:

“pembangunan Desa sudah diatur di dalam RPJMDeS, memusyawarahkan
dengan masyarakat mengenai rencana pembangunan tahun 2018-2019, karena
program pembangunan dari tahun pertahun sudah ada di RPJMDeS.

Hasil wawancara dengan Bapak M.Rosihul Agli sebagai Sekretaris Desa, Desa

Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar pada tanggal 29 november
2018 mengena  Rencana Jangkah Menengah yang ada di Desa, beliau
mengatakan:

“RPJMDes sdlama enam tahun:masth berkaitan dengan pembangunan fisik.
Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak M.Rosihul Agli sebagai sekretaris
Desa, mengenal rencana tahunan yang ada di Desa. Beliau mengatakan:

“rencana tahunan disesuaikan dengan RPIJMDes melalui musyawarah Desa
setiap tahun dan juga disesuaikan dengan Perbup, Permendagri, dan
Permendesa.

Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan,
adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada
pencapaian tujuan pembangunan, dengan perencanaan maka dapat dilakukan
suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui,

perkiraan  dilakukan mengenai  potensi-potensi  dan  prospek-prospek

perekembangan, tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang
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mungkin dihadap. Perencanaan mengusahakan supaya ketidak pastian dibatasi

seminim mungkin.

Berdasarkan hasil analisis dan informasi yang telah dijelaskan diatas bahwa Peran




Tabel V.5 Frekuens Tanggapan Sampel Penelitian Tentang Pelaksanaan

Pembangunan Desa.

No Sub Indikator Kategori_Pengukuran jumiah
3erperan  Ukup Berperan, urang Berperan
1. sui dengan rencanakerja |17 16 32 65
2. mbangunan lokal | 11 22 32 65
berskala desa
Jumlah 28 38 64 130
Rata-Rata 14 19 32 65
Presentase 21.54% 29.23% 49.23% 100%
tegori Pengukuran Kurang Berperan

Sumber: Data Olahan 2018

Dari tabel V.5 Tanggapan responden tentang pelaksanaan dapai dijel askan bahwa
sebanyak 21,54% jawaban responden mengatakan dalam kategori Berperan,
selanjutnya sebanyak 29,23% dari jawaban responden menyatakan Cukup
Berperan, dan sebanyak 49,23% dari responden mengatakan kurang Berperan.
Berdasarkan data frekuensi tanggapan atas jawaban responden dapat disimpulkan
bahwa Peran Kepala Desa Dalam | Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa
Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabuapaten Kampar, untuk aspek
pelaksanaan yang sesuai dengan rencana kerja dan pembangunan lokal berskala
desa pada presentase 49,23% yang dikategorikan kurang Berperan.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Uli Hadirun sebagai kepala Desa
Petapahan Jaya mengenal rencana kerja yang ada di Desa Petapahan Jaya pada
tanggal 28 november 2018, beliau mengatakan:

“rencana kerja semuanya mengacu pada RPJMDS, rencana kerja sekarang tidak
boleh diluar dari RPIMDS. Segala pembangunan kita musyawarahkan dengan
perencanaan item pembangunan setiap tahunnya dan hasil dari musyawarah
dengan BPD.



Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Uli Hadirun sebagai Kepala Desa
tentang apakah masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan gotong royong selalu
dilibatkan. Pada tanggal 28 november 2018, beliau mengatakan:

“sudah pasti dilibatkan bahkan. selalu menghimbau masyarakat untuk selalu
bergotong royong, serta melakukan poskambling. Agar mempererat silahtuhrahmi
antar masyarakat, agar tidak menimbulkan suatu konflik. Gotong royong terbagi
atas. gotong royong masal-RT/wilayah RT, ‘gotong.r oyong masal, misalnya setiap
hari jJumaat memiliki titik fokus, dan semua RT ikut berkumpul, dan diberikan titik
fokus pembagian kerja.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak M.Rosihul Agli sebagai Sekretaris Desa

Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabuapten Kampar. Mengena rencana kerja
yang ada diDesa Petapahan Jaya, Pada tanggal 29 november 2018. Beliau
mengatakan:

“rencana kerja disusun setiap tahun anggaran kerja, rencana kerja tidak boleh
diluar RPJMDes’’.
Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak M.Roshul Agli sebagai sekretaris

Desa, apakah masyarakat Ikut serta dalam pelaksanaan gotong royong selalu
dilibatkan. padatanggal 29 november 2018 beliau mengatakan:

“masyarakat selalu aktif dalam.kegiatan apapun yang ada di masyarakat.Dan
apapun itu jenis pembangunannya selalu'melibatkan semua masyarakat desa”.

Dari hasil wawancara diatas dikatakan bahwa K epala Desa Petapahan Jaya dalam
aspek pelaksanaan Pembangunan Desa sudah melaksanakan secara disiplin
anggaran supaya tidak terjadi kesalahan, namun dalam pelaksanaan tidak terlepas
dari unsur pemerintahan yang memegang wewenang mengurus semua urusan
desa, dan juga tidak lepas dari keterlibatan masyarakat desa yang nantinta semua

tanggapam dapat menghasilkan suatu rencana dan hasil dari pelaksanaan.



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

Dari andisis data dan informasi yang telah dijelaskan diatas, maka penulis

meyimpulkan pelaksanaan pembangunan di Desa Petapahan Jaya Kecamatan

Tapung Kabupaten Kampar dapat dikategorikan “Kurang Berperan” atau pada

Tabe V.6 Tanggapan Sampel Penelitian Tentang Pemantauan dan Pengawasan

Pembangunan

Desa.

No

Sub Indikator

Kategori Pengukuran

Jumlah

Berperan

| Cukup  |urang Berperan




Berperan
1. mantauan Terhadap | 12 20 33 65
pel aksanaan
pembangunan
2. dlaporkan hasil 14 19 32 65
pemabangunan desa
Jumlagh 26 39 65 130
Rata-Rata 13 20 <] 65
Presentase 20.00% 30.00% 50.00% 100%
Kategori Pengukuran Kurang Berperan

Sumber: Data Olahan Th.2018,

Dari tabel V.6 tanggapan responden tentang pemantauan dan pengawasan
pembangunan desa dapat dijel askan bahwa sebanyak 20,00% jawaban responden
mengatakan dalam kategori Berperan, selanjutnya sebanyak 30,00% dari jawaban
responden menyatakan Cukup Berperan, dan sebanyak.50,00% dari responden
mengatakan Kurang baik. Berdasarkan data frekuensi tanggapan atas jawaban atas
responden dapat disimpulkan bahwa Peran Kepala Desa Dalam Penyel enggaraan
Pembangunan Di Desa /Petapahan Jaya.-Kecamatan Tapung Kabupaten
Kampar.untuk aspek pemantauan dan pengawasan pembangunan Desa yang
sesuai dengan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan dan melaporkan
hasil pembangunan pada presentase 50,00% yang dikategorikan kurang Berperan.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Uli Hadirun sebagai Kepaa Desa
Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, tentang kegiatan
pemantauan apa sga yang sudah dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan
didesa, padatanggal 28 november 2018, beliau mengatakan:

““ segala macam pembangunan yang dilakukan TPK, dan TPK dikerjakan oleh
kaur pembangunan, dan kemudian bendahara juga ikut melibatkan LPM karena
LPM itu tugasnya merancang pembangunan Desa, dan Kepala Desa hanya

memantau dari kegiatan tersebut, contohnya pembangunan drenase.



Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Uli Hadirun sebaga Kepala Desa,
mengenai pelaporan terhadap pelaksanaan pembangunan desa sudah sesuai
dengan hasil musyawarah rencana pembangunan desa, pada tanggal 28 november
2018, beliau mengatakan:

“setiap.tahunya diperiksa dengan inspektorat,inspektorat adalah pembina yang
selalu memantau dalam segi pembangunan dan pengadministrasian, selalu
disampaikan dan membuat ‘acara dan sekecil’ ‘apapun  permasalahan selalu
dikoordinasikan dengan baik.

Adapun Hasll Wawancara dengan Bapak M.Rosihul Aqgli sebagai sekretaris Desa,

di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Mengenal
kegiatan pemantauan yang sudah dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan
Desa. Pada tanggal 29 november 2018, beliau mengatakan:

“setiap saat pengerjaan pembangunan dilaksanakan harus dipantau agar sesuai
dengan RAB yang disepakati/dibuat”.
Selanjutnya hasil wawancara -dengan: Bapak M-.Rosihul Agli sebagal Sekretaris

Desa, Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Mengenal
pelaporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa sesual
dengan hasil musyawarah rencana pembangunan Desa, pada tanggal 29 november
2018, beliau mengatakan:

“ pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan pembangunan sudah sesuai dengan
apa yang direncanakan’.

Berdasarkan hasil dari pengamatan penulis dilokasi penelitian terindikasi bahwa
Kepala Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dalam segi

pemantaun dan pengawasan masih sangat lemah. Disebabkan karena kurangnya



koordinas yang dilakukan oleh kepala desa kepada perangkat desa dan
masyarakat desa.
Dari andisa data dan informasi yang telah dijelaskan diatas, maka penulis
menyimpulkan pengawasan pembangunan.di-desa petapahan jaya Kecamatan
Tapung Kabupaten Kampar dapat dikategorikan “Kurang Baik” atau presentase
43,91%.

Tabel V.7: Rekapitulas “Tanggapan Responden Tentang Peran Pelaksanaan
Tugas Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Urusan Pembangunan Di

Desa Petapahan Jaya K ecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

NO Sub Indikator Kategori Pengukuran Jumlah
Berperan  Ukup Berperan lirang Berperan
1. rencanaan 38 43 42 123
62,61%) (69,92) (67,47%) 100%)
2. laksanaan 33 44 46 123
26,82%) (35,37%) (37,81%) 100%)
3.  mantauan dan (& 33 36 54 123
pengawasan 26,82%) (29,27%) (43,91) 100%)
pembangunan Desa
Jumlah 104 123 142 369
Rata-Rata 35 41 47 123
Presentase 28,19% 33,33% 38,48% 100%
tegori Pengukuran Kurang Berperan

Sumber: Data Olahan2018

Dengan melihat tabel rekapitulasi jawaban responden diatas mengenai Peran
Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Petapahan Jaya
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, diketahui bahwa sebanyak 28,19%
responden yang mengatakan berperan, selanjutnya sebanyak 33,33% responden
mengatakan cukup berperan, dan yang mengatakan kurang berperan sebanyak

38,48%.



Berdasarkan analisis hasil akhir penelitian ini, secara keseluruhan menunjukkan
bahwa Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa
Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Kurang Berperan berada
pada standar pengukuran 38,48%, hal ini_berarti Peran «Kepala Desa Dalam
Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Petapahan Jaya Kecamaian Tapung
Kabupaten Kampar Belum Menunjukkan hasil. yang begitu maksimal karena
kurangnyakoordinasi yang dilakukan oleh Kepala Desa..

C. Hambatan Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan
Desa di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
Adapun yang menjadi hambatan dalam @ Peran Kepala Desa Dalam
Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Petgpahan Jaya Kecamatan Tapung

Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:
1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Petapahan
Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar , baik itu sumber daya
manusia yang terdapat dalam pemerintahan Desa maupun sumber daya
manusia anggota Badan Permusyawaratan Desa, terutama pemahaman

terhadap pembangunan desa.

2. Kurangnya pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh Kepala
Desa kepada masyarakat dalam melakukan pembangunan, sehingga
pembangunan nya kurang maksimal.

3. Kepala Desa daam mengambil keputusan dan menindak lanjuti

pembangunan di Desa Petapahan Jaya kurang berkoordinasi dengan
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perangkat desa lainnya sehingga banyak proses pembangunan di Desa

Petapahan Jaya kurang berjalan efektif dan efesien

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam,Peran Kepala Desa Dalam
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BAB VI

PENUTUP

A.Kesimpulan

Kampar yang
at dilihat dari segi

Cukup Berperan

pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan
presentase 50,00% dikatakan kurang berperan, dapat disimpulkan
bahwa penyelenggaraan pembangunan di Desa Petapahan Jaya dapat
dikatakan Cukup Berperan dari presentase 38,48%.

2. Hambatan Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan

di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar adalah
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rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Petapahan

Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan kurang berperannya

KepalaDesa.
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